
 
 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan 

Daerah Nomor    Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2024; 

Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

 

BUPATI KUANTAN SINGINGI 

PROVINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 

NOMOR 33 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 



Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Negara Nomor 3851) sebagaimana 

telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Negara Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 

Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 

2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4880); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5189); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801);  

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 



telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679) dan dicabut sebagian dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 6523); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 



21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota  

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang  

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 6178); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023  Nomor 

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6881); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 



27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906); 

28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 63); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447);   

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) 

sebagaimana tealh diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 350); 



32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2083); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

450); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1777); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 



38. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 

5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

Tahun 2013 Nomor 3); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016  Nomor 

4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021  Nomor 1); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

2024 Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor: 5.08.B / 2024); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 2); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 

Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

2024 Nomor 3, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor: 5.36.C / 2024); 



43. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 

2009 Nomor 9); 

44. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2014 Nomor 37) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kuantan 

Singingi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 37 Tahun 

2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 70); 

45. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2014 Nomor 38); 

46. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 

Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standar Harga 

Satuan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2024 Nomor 10); 

47. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 12) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Bupati Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kesembilan atas Peraturan Bupati Kuantan 

Singingi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi Tahun 2024 Nomor 38); 

 



MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN      

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2024. 

 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas: 

1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah        Rp.      120.180.400.401,38 

b. Pendapatan Transfer             Rp.   1.301.550.382.207,00 

c. Lain - lain Pendapatan 

yang Sah                               Rp.                 2.010.600,00 

                                              Rp.    1.421.732.793.208,38 

2. Belanja : 

a. Belanja Operasi 

  1) Belanja Pegawai                   Rp.      669.221.091.593,00 

2) Belanja Barang dan        

    Jasa                                    Rp.      411.302.849.176,42 

3) Belanja Hibah                      Rp         61.740.922.680,00  

4) Belanja Bantuan  

    Sosial                                  Rp.                               0,00 

                                                                             Rp.   1.142.264.863.449,42 

 

b. Belanja Modal 

  1) Belanja Modal Tanah            Rp.                             0,00 

  2) Belanja Modal Peralatan  

      dan Mesin                            Rp.       59.972.908.137,36 

  3) Belanja Modal Gedung     

      dan Bangunan                     Rp.       27.044.442.658,73 

  4) Belanja Modal Jalan, 

     Irigasi dan Jaringan            Rp.     100.486.172.845,00  

              5) Belanja Modal Aset 

    Tetap Lainnya                      Rp.         7.430.483.500,00 

6) Belanja Modal Aset           

  Lainnya                                Rp.                             0,00  

                                          Rp.     194.934.007.141,09 



 

       c. Belanja Tak Terduga 

   1) Belanja Tak Terduga            Rp.           179.480.684,00 

                                             Rp.           179.480.684,00 

 

       d. Belanja Transfer 

   1) Belanja Bagi Hasil               Rp.       5.700.229.000,00 

   2) Transfer Bantuan 

       Keuangan                           Rp.    243.365.178.992,00 

                                           Rp.    249.065.407.992,00 

 3.  Pembiayaan 

                            a. Penerimaan                            Rp.    178.589.796.815,90 

                            b. Pengeluaran                           Rp.                             0,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto         Rp.    178.589.796.815,90 

   Sisa Lebih Pembiayaan  

Anggaran                                  Rp.       13.878.830.757,77 

 

Pasal 2 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan 

Realisasi Anggaran 

 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan  Bupati 

ini. 

 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 



Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

 

 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

 

 

 

H. SUHARDIMAN AMBY 

 

Ditetapkan di Teluk Kuantan, 

pada tanggal 19 Agustus 2025 

Diundangkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal 19 Agustus 2025 

  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, 

 

 

 

 

ZULKARNAIN
 

    

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR : 33
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